
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintllh Pusat dan Oaerah (Lema.ran 
Negara Republlk Indonesia Tahun 1999 Nomor n, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3848); 

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1899 tentang Penyelenggaran 
Pemertntahan yang Berslh dan 8eblls Korupsl, Kolusi dan 
Nepotisme (Lemt.ran Negara Repubffk lndone8'a Tahun 1999 
Nomor 75, TM'lbehan Lembaran Negara Nomor ~1); 

a. bahwa sehubungan dengan telah benlkhlmya Tahun Anggaran 
2002. pertu dllakukan perhltungan terhadap Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Oaerah; 

b. bahwa hasil perhitungan Mggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagalmana dlmaksudpada huruf a. pertu menetapkan 
dengan Peraturan Daerah tentang Perhitungan terMbut; 

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Propinsi Kepulauan Bangka Belltung (Lemberan ~,. Republlk 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217. Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4033); 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 88, Tambehan Lembuwl Negara Nomor 3312) 
sebagatmana telah dlubah dengan Undang-undang Nomor 12 
Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 82 , Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3589); 

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tent.ng Pajak Oeerah clan 
Retrlbusi Oaerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 
1997 Nomor 41, Tambehan Lemberan Negara Nomor 3685) 
sebagalmana tetah dlubah dengan Undang-unct.ng Nomor 34 
Tahun 2000 (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048): 

4. Undang..undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah clan Bangunan (Lemberan Negar Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor +1, Tambahan Lembllran Negara Nomor 3888); 

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 t.ntang Pemerintah Deerah 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1998 Nomor eo, 
Tambahan Lembaran Negara Tahun 3839); 

e , 
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15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tantang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Repubflk Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 

16.Peraturan Pemerfntah Nornor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nornor 
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 

17. Keputusan Mentert Dalam Negert Nomor 29 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan 
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha 
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhltungan Anggaran 
Pendapatan ctan Belanja Daerah; 

18.Peraturan Daerah Klbupaten Belttung Nomor 5 Tahun 2002 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Oaerah Tahun Anggaran 2002; 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Dewan Perwakllan Rakyat Oaerah (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4029); 

11. Peraturan Pemerlntah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Plnjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024); 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RepubHk 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4027): 

13.Peraturan Pemerlntah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara RepubHk Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerlntah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana 
Perlmbangan (Lembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 2000 
Nomor 4021) sebagaimana tetah diubah denganPeraturan 
Pemerfntah Nomor 84 Tahun 2001 (LembaranNegara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4165); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 
dan Pertanggung jawaban Keuangan Oaerah (Lembaran Negara 
RepubHk lndones1a Tahun 2000 Nomor 2021 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4022): 

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3952); . 



Laporan Perhltungan APBD 
Nota Perhltungan APBD 
Laporan Allran Kas 
Neraca Daerah 

1. Lamplran I 
2. Lamplran II 
3. Lampiran Ill 
4. Lamplran rv 

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah dijelaskan 
leblh lanjut tercantum dalam Lamplran Peraturan Daerah lnl, yaitu : 

Pasaf 4 

c. Jumlah pengeluaran Kas 
d. Saldo Kas 31 Desember 

Rp. 19.236.584.152,37 
Ro. 156,167,958,946,06 
Rp. 175.404.543.098,43 
Rp. 138.876.726.305"03 
Rp. 36.527.816.793,40 

a. Saldo Kas 1 Januari 
b. Jumlah Penerlmaan Kas 

(2) Berdasarkan perhltungan realisasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaJmana dirnaksud daJam PasaJ 1, Saldo kas 
Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2002 yang dttuangkan 
dalam Laporan Atiran Kas sejumlah Rp. 36.527.816.793,40 , 
dengan rincian sebagal berikut : 

Rp. 328. 726.990.342, 10 
Rp. 698.268.639.69 
Rp. 328.028.n1.702,41 

a. JumJah Aktlva 
b. Jumlah Hutang 
c. Jumlah Ekuitas Dana 

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Oaerah sebegaimana dimaksud dalam pasal 1, posisi 
keuangan pada tanggal 31 Oesember tahun 2002 yang 
dituangkan daJam Neraca Daerah sebagai berikut : 

Pasal 3 

Rp. 

40.390.107,16 
40.390.107,16 

Rp. 
Rp. 

b. Pengeluaran 
1) Setelah perubahan 
2) Reafisasl 

Selislh Jebih/(kurang) 

J 

Rp. 19.197.572.082,37 
BP, 17.330.244.711.03 
Rp. ( 1.887.327.371,34) 

a. Penerirnaan 
1) Setelah perubahan 
2) Reallsasl 

Sellsih Jeblh/(kurang) 

(4) Selislh anggaran dengan reaJlsasi pemblayaan sejumlah 
Rp.1.867.327.371,34 dengan rincian sebagai berlkut : 

(. 

Rp. 19.157.181.975,21 
Rp. 17,370.634,818.19 
Rp. ( 1. 788.54 7.157,02) 

a. Surplus/deflsit setelah perubahan 
b. Realisasi 

Sefisih lebih/(kurang) · 



Dra.MUKTIE MIMAN. 
NIP. 440 01i 161 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR ... ~. .. TAHUN .. ~~~~ 

Dlundangkan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Belitung 
Nomor ... , ... Tanggal .. .f!.&C.W03 ~ 

SEKRETARIS DAERAH, 

Oitetapkan di Tanjungpandan. 
da tanggal 7 Mel 2003. 

Peraturan Daerah ini mutai berlaku pada tanggal dlundangkan. 

Agar setiap orang meng.tahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Deerah int dengan penempatannya ctalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Belitung. 

Pasal 6 

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Paul 4 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah inl. 

Pasal 5 


